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Abstract: Implementation of article 31 paragraph 2 letter C of National Police Chief Regulation no. 12 of 2009 

regarding the investigation of abuse due to alcohol at the Gorontalo Resort Police. The research used is 

Empirical Research, which is legal research that uses empirical facts taken from human behavior, both verbal 

behavior obtained from interviews and real behavior carried out through direct observation. The research 

results obtained by the author in conducting this research include the application of Article 31 paragraph 2 

letter C of the National Police Chief Regulation no. 12 of 2009 at the Gorontalo Resort Police, it has been 

implemented but is still not able to be implemented optimally because it is seen from the immediate situation 

and conditions in the field which are not expected. This article has also been effectively implemented in 

investigations but will be implemented within existing provisions. In investigations, the process is not always 

handled based on the provisions in these regulations, because investigators carry out the investigation process 

based on the level of vulnerability and the potential to threaten public safety. 
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Abstrak: Implementasi pasal 31 ayat 2 huruf C Peraturan Kapolri No. 12 Tahun 2009 terhadap penyidikan 

penganiayaan akibat minuman keras di Kepolisian Resor Gorontalo. Penelitian yang digunakan yaitu Penelitian 

Empiris merupakan penelitian hukum yang penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang 

diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang 

dilakukan melalui pengamatan langsung. Adapun Hasil Penelitian yang diperoleh penulis dalam melakukan 

Penelitian ini, meliputi penerapan  Pasal 31 ayat 2 huruf C Peraturan Kapolri No. 12 Tahun 2009 di Kepolisian 

Resor Gorontalo, itu sudah diterapkan tetapi masih belum mampu dilaksanakan secara maksimal karena dilihat 

dari situasi dan kondisi langsung di lapangan yang tidak diharapkan. Pasal tersebut juga sudah efektif dilakukan 

dalam penyidikan namun akan diterapkan dalam ketentuan-ketentuan yang ada. dalam penyidikannya tidak 

selalu proses yang ditangani berdasarkan ketentuan yang ada dalam aturan tersebut, karena penyidik melakukan 

proses penyidikan dilihat dari tingkat kerawanan dan berpotensi mengancam keselamatan masyarakat. 

 

Kata Kunci  :  Implementasi Pasal ,  Penyidikan , Penganiayaan 
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LATAR BELAKANG 

Seipeirti yang pada umumnya adalah kasus peinganiayaan yang sangat marak teirjadi 

saat ini, Peinganiayaan adalah tindak pidana yang tidak peirnah ada habisnya bahkan hampir 

seitiap hari meinghiasi peimbeiritaan meidia ceitak ataupun meidia eileiktroinik di Indoineisia, 

peinganiayaan meirupakan peirlakuan seiweinang-weinang yang dilakukan seiseioirang keipada 

oirang lain dalam beintuk peinyiksaan, peinindasan, dan seibagainya.  Seilain itu peinganiayaan 

juga bisa teirjadi seicara tidak seingaja diseibabkan adanya salah paham, dan peirkeilahian. 

Namun teirleipas jika peirbuatan teirseibut dilakukan deingan seingaja ataupun tidak seingaja, 

keijahatan yang dilakukan teitap harus dipeirtanggungjawabkan seisuai deingan dasar hukum 

atau peiraturan hukum yang beirlaku, dan diharapkan juga bisa meiminimalisir atau   

meingurangi   peiningkatan angka kriminalitas yang teirjadi di Indoineisia
1
 

Teirciptanya suatu keipastian hukum, kata ’’seigeira” dalam peirumusan noirma hukum 

Pasal 111 ayat (1), (2), KUHAP harus dipeirteigas, waktunya beirapa lama, jika sudah 

diteintukan waktunya, harus dijeilaskan lagi apa akibat hukum putusan hakim atas peirkara 

teirseibut jika waktunya tidak dipeinuh, seirta harus dirumuskan akibat hukum bagi peinyidik 

yang tidak teirpeinuhi  keiwajibannya. Deimikian pula deingan kata- kata ’’wajib” pada 

peirumusan noirma hukum Pasal 104, 108, 116 ayat (4), harus dipeirteigas apa akibat hukum 

putusan hakim atas peirkara teirseibut jika keiwajiban peinyidik tidak dipeinuhi, seirta harus 

dirumuskan akibat hukum bagi peinyidik yang tidak meimeinuhi keiwajibannya, peinyidik poilri 

harus leibih dituntut dari proifeisioinalismei dalam meinjalankan peinyidikan
2
 

Salah satu kurangnya proifeisioinalismei peinyidik dalam meinjalankan peinyidikan yaitu 

dari kurangnya teiliti dalam peinyidikan teirhadap jarak waktu peinyidikan yang dijeilaskan 

dalam dalam Pasal 31 Ayat (2) Huruf C pada Peiraturan Kapoilri Noi. 12 Tahun 2009 teintang 

Peingawasan dan Peingeindalian Peinanganan Peirkara Pidana di Lingkungan Keipoilisian Neigara 

Reipublik Indoineisia:  

 “Batas waktu peinyeileisaian peirkara dihitung mulai diteirbitkannya surat peirintah 

peinyidikan meiliputi : 

a. 120 (seiratus dua puluh ) hari untuk peinyidikan peirkara sangat sulit ; 

b. 90 (seimbilan puluh ) hari untuk peinyidikan peirkara sulit ; 

c. 60 (einam puluh) hari untuk peinyidikan peirkara seidang; 

d. 30 (tiga puluh) hari untuk peinyidikan peirkara mudah;”
3
 

                                                           
1 Glenda Magdalena Lenti, kejahatan terhadap tubuh dalam bentuk penganiayaan menurut pasal 351 ayat 1- 5 kitab undang-undang 
hukum pidana, Lex CrimenVol. VII, No. 4, juni 2018, hlm. 55 
2 https://www.unja.ac.id/ , problematika penyidikan menurut KUHAP, diakses pada rabu 7 juni, pukul 01.00 wita 
3 Pasal 31 Ayat (2) Huruf C, Peraturan kapolri No. 12 Tahun 2009 tentang Pengawasan dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana 
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Dilihat dari uraian di atas teirdapat seibuah kasus tindak pidana peinganiayaan yang 

beirakibat dari peingaruh minuman keiras , kasus teirseibut teirmasuk dalam peirkara seidang 

yang ditangani oileih peinyidik, deingan deimikian peirkara teirseibut harus ditangani deingan 

jarak waktu peinyeileisaian peirkara dalam waktu 60 hari seisuai deingan Pasal 31 Ayat (2) 

Huruf C yang teirteira diatas.  

Tabel 1. 

Data Kasus penganiayaan yang bermasalah di unit 1 Tipidum Polres Gorontalo 

Noi. Tahun Jumlah Kasus 

1. 2020 5 Kasus 

2. 2021 8 Kasus 

Total Kasus 13 Kasus 

(Sumbeir : Unit 1 Tipidum Poilreis Goirointaloi, Teilah dioilah) 

Dari data yang teilah dioilah di atas kasus Peinganiayaan yang beirmasalah dalam 

peinyidikan di wilayah kabupatein goirointaloi meimbuktikkan bahwa kurangnya keisadaran 

dari pihak saksi maupun peilaku meimpeirlambat proiseis peinyidikan. Seilama 2 (Dua) tahun, 

teircatat dari tahun 2020 hingga 2021 angka kasus tindak pidana peinganiayaan yang 

beirmasalah dalam peinyidikan di wilayah kabupatein goirointaloi teircatat 13 kasus tindak 

pidana peinganiayaan. 
4
 

Beirdasarkan peinjeilasan teirseibut teilah teirjadi kasus di Wilayah Hukum Keipoilisian 

Reisoir Goirointaloi teipatnya di Keilurahan Hutuoi, Keicamatan Limboito i, Kabupatein Goirointaloi 

si peilaku dijeirat deingan pasal 351 ayat (1) KUHPidana, dan teilah dilakukan peinyidikan 

leibih lanjut di Keipoilisian Reisoir Goirointaloi.  Adanya tindak pidana peinganiayaan di 

kabupatein goirointaloi yang seiring   teirjadi ini meinjadi tanda bahwa teimpat ini tidak beibas 

dari tindak pidana peinganiayaan. Adanya tindak pidana yang seiring teirjadi adalah tanda 

yang meinunjukan kurang teirkeindalinya peirilaku masyarakat yang dapat diseibabkan 

kareina faktoir lingkungan dan peindidikan yang tidak baik , jika tindak pidana ini tidak 

ceipat diatasi maka pasti akan meimbeiri dampak neigatif bagi masyarakat di dalamnya, 

Meingingat juga bahwa keijahatan sangat meirugikan untuk masyarakat. 

Meilihat keipada kasus tindak pidana peinganiayaan di kabupatein goirointaloi yang 

seiring teirjadi dan tidak ada peinurunan kasus, bisa meinjadi bukti bahwa ada seisuatu yang 

peinting untuk diubah dalam beintuk meineiliti bagaimana seibeinarnya peinye ibab hingga 

teirjadinya tindak pidana peinganiayaan di kabupatein goirointaloi teirseibut. Hal ini meirupakan 

urgeinsitas yang harus dilakukan meingingat masih seiringnya teirjadi tindak pidana 

                                                                                                                                                                                     
di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia 
4 Briptu Silvana Mooduto , S.H. , 2023 , Data kasus Penganiayaan yang bermasalah ,” hasil wawancara pribadi “, 19 mei, Polres 
Gorontalo 
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peinganiayaan di kabupatein goirointaloi. Beirdasarkan uraian diatas peinulis teirtarik untuk 

meingangkat dan meineiliti judul “Implementasi Pasal 31 Ayat 2 Huruf C Peraturan Kapolri 

No. 12 Tahun 2009 Terhadap Penyidikan Penganiayaan Akibat Minuman Keras Di 

Kepolisian Resor Gorontalo” 

 

METODE PENELITIAN 

Adapun jeinis peineilitian yang digunakan adalah peineilitian eimpiris. Peineilitian eimpiris 

adalah suatu proiseis inveistigasi yang dilakukan deingan aktif, teikun dan sisteimatis untuk 

meineimukan, meinginteirpreitasikan dan meireivisi fakta-fakta. Peineilitian juga bisa diartikan 

seibagai suatu proiseis loigis untuk meindapatkan jawaban dari peirtanyaan yang diajukan 

meinggunakan infoirmasi eimpiris. Data yang dipeiroileih dalam peineilitian ini dianalisis deingan 

meitoidei analisis kualitatif. Analisis kualitatif yaitu analisis yang dilakukan deingan meimahami 

dan meingkaji data yang teilah dipeiroileih seicara sisteimatis seihingga dipeiroileih gambaran 

meingeinai masalah yang diteiliti. Dalam meinarik keisimpulan dipeirgunakan meitoidei beirfikir 

seicara induktif yaitu suatu cara beirfikir yang meindasarkan pada fakta-fakta yang beirsifat 

khusus untuk keimudian digeineiralisasikan meinjadi keiteintuan yang beirsifat umum.  

 

PEMBAHASAN 

Seperti yang umumnya diketahui, peran kepolisian ialah sebagai penegak hukum yang 

dikenal oleh masyarakat sebagai penjaga dan pelindung keamanan. Namun, jarang diketahui 

oleh masyarakat awam bahwa kepolisian juga memiliki peran dalam pemerintahan negara, 

khususnya dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Tujuan utama kepolisian 

ialah menegakkan hukum, melindungi serta melayani masyarakat, serta menjamin keamanan 

dan ketertiban publik. Kepentingan ini tidak dapat dipisahkan dari fungsi lembaga keamanan 

nasional, yaitu kepolisian, yang bertanggung jawab memberikan pelayanan terbaik kepada 

negara dan masyarakat yang beragam.
5
 

Dalam konteks penyelidikan dan penyidikan, aparat kepolisian tidak boleh hanya 

mengandalkan pengalaman semata dalam melakukan penyelidikan atau penyidikan. Mereka 

juga harus memahami konsep-konsep hukum, peraturan hukum, dan prinsip-prinsip yang ada 

dalam ilmu hukum.
6
“Menurut Pasal 1 ayat 1 KUHAP, Penyidikan dalam KUHAP ialah 

kewenangan yang dipegang oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia. Hal ini karena 

                                                           
5 Sadarudin Babuta, 201  , Peran Kepolisian dalam melakukan penyidikan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Dalam 
Kaitannya dengan Nodweer ( Studi Kasus di Wilayah Hukum Sektor Pulubala), skripsi, Gorontalo, Universitas Negeri Gorontalo 
6 Ibid.  
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KUHAP menganut prinsip diferensiasi fungsional. Prinsip diferensiasi fungsional 

menyiratkan bahwa setiap aparat penegak hukum dalam sistem peradilan pidana memiliki 

tanggung jawab dan fungsi yang unik, yang berbeda-beda satu sama lain, dengan batasan 

yang jelas terhadap ruang lingkup tugas dan kewenangannya dalam proses penegakan hukum. 

Prinsip diferensiasi fungsional menyiratkan bahwa setiap aparat penegak hukum dalam 

sistem peradilan pidana memiliki tanggung jawab dan fungsi yang unik, yang berbeda-beda 

satu sama lain, dengan batasan yang jelas terhadap ruang lingkup tugas dan kewenangannya 

dalam proses penegakan hukum.
7
 

Berdasarkan dengan penelitian yang dilakukan ada 3 Teori Analisis Hukum yang 

dapat memperjelas hasil penelitian tersebut : 

A. Teori Efektivitas Hukum  

Efektivitas penegakan hukum sangat tergantung pada efektivitas hukum itu sendiri. 

Untuk memastikan efektivitas hukum, diperlukan penegakan hukum yang bertujuan untuk 

menegakkan sanksi atas pelanggaran hukum yang mungkin terjadi karena ketidak-

efektifan hukum itu sendiri. Oleh karena itu, setiap pemberlakuan aturan atau hukum tidak 

akan memiliki dampak yang signifikan jika tidak mencapai efektivitas yang diinginkan. 

Dengan demikian, efektivitas hukum dapat dinilai baik dari perspektif kontrol sosial 

maupun sebagai alat untuk menciptakan perubahan.
8
 

B. Teori Kepastian Hukum 

Upaya untuk mewujudkan kepastian hukum juga dilakukan dengan memberikan 

prioritas dalam melakukan gelar perkara secara selektif terhadap kasus-kasus yang 

mendapat perhatian masyarakat dan sudah masuk tahap pra-penuntutan, serta kasus yang 

melibatkan pejabat negara dan sedang dalam proses penyidikan. Masyarakat umumnya 

menginginkan adanya penegak hukum yang dapat menciptakan keadilan bagi mereka. 

Transparansi dalam proses penyidikan tindak pidana oleh penyidik polisi menjadi penting 

karena adanya banyak laporan atau keluhan dari masyarakat terkait masalah penyidikan 

yang dilakukan oleh Polri. Harapan yang ingin dicapai ialah adanya penyidik yang mampu 

melakukan proses penyidikan dengan cepat dan profesional.
9
  

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak brigadir Jabal Nur, bahwa upaya 

kepastian hukum dilakukan dengan cara membuat SPDP (Surat Pemberitahuan 

                                                           
7 Eddy O.S. Hiariej, Hukum Acara Pidana, (Universitas Terbuka: Tangerang Selatan, 2015), hlm. 125 
  
8 Ayis Nusi , 2022, Efektivitas pelaksanaan Operasi Lalu Lintas Terhadap Peningkatan Kepatuhan Menggunakan Helm Bagi Pengendara 
Motor Di Kota Gorontalo, skripsi , gorontalo, fakultas Hukum , Universitas Negeri Gorontalo 
9 Made Adi Kusuma, 2013,, Kedudukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia,  Vol.2, No.1  
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Dimulainya Penyidikan) lanjutan dengan catatan melampirkan Laporan Polisi, Sp. Sidik 

dan SPDP lanjutan dikarenakan pada berkas-berkas sebelumnya sudah habis masa 

waktunya yakni selama 60 hari sesuai dengan aturan perkap dan dikembalikan lagi oleh 

instansi kejaksaan kepada pihak kepolisian atau pada penyidik untuk dilengkapi kembali. 

Setelah penyidik tidak berhalangan lagi (cuti hamil) akan dikirim kembali ke pihak 

kejaksaan dan akan dimulai kembali waktu penyidikan dan akan berjalan seperti semula. 

Sehingga, penyidikan akan dilakukan hingga tahap akhir / Tahap 2 (Penyerahan tersangka 

dan barang bukti) ke pihak kejaksaan
10

 

C. Teori Penegakan Hukum  

Proses penegakan hukum, sering terdapat keyakinan bahwa aparat penegak hukum 

tidak memiliki wewenang untuk menyelidiki atau menyidik suatu kasus kecuali jika 

anggota masyarakat yang dirugikan telah membuat laporan atau pengaduan resmi. Seperti 

yang umumnya diketahui, peran kepolisian ialah sebagai penegak hukum yang dikenal 

oleh masyarakat sebagai penjaga dan pelindung keamanan. Namun, jarang diketahui oleh 

masyarakat awam bahwa kepolisian juga memiliki peran dalam pemerintahan negara, 

khususnya dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Tujuan utama kepolisian 

ialah menegakkan hukum, melindungi serta melayani masyarakat, serta menjamin 

keamanan dan ketertiban publik. Kepentingan ini tidak dapat dipisahkan dari fungsi 

lembaga keamanan nasional, yaitu kepolisian, yang bertanggung jawab memberikan 

pelayanan terbaik kepada negara dan masyarakat yang beragam.
11

 

Dalam Peraturan Kapolri No. 12 Tahun 2009 tentang Pengawasan dan 

Pengendalian Penanganan Perkara Pidana di Lingkungan Kepolisian Negara Republik 

Indonesia ada ketentuan yang harus diikuti dalam penyelesaian kasus. Dalam aturan yang 

ada dalam Perkap tersebut terdapat ketentuan jarak penyelesaian perkara yang dilihat dari 

perkara mudah 30 hari , sedang 60 hari , sulit 90 hari dan sangat sulit 120 hari”. Salah satu 

kurangnya profesionalisme penyidik dalam menjalankan penyidikan yaitu dari kurang 

ketelitian dalam penyidikan terhadap jarak waktu penyidikan yang dijelaskan dalam dalam 

Pasal 31 Ayat (2) Huruf C pada Peraturan Kapolri No. 12 Tahun 2009 tentang 

Pengawasan dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana di Lingkungan Kepolisian 

Negara Republik Indonesia. Berdasarkan hal tersebut di atas, bahwa Implementasi Pasal 

                                                           
10 Hasil wawancara bersama Bapak Brigadir Jabal Nur, selaku penyidik , 2024 , wawancara hasil penelitian ,25 Januari, Polres Gorontalo 
94 Pasal 31 Ayat (2) Huruf C, Peraturan Kapolri No. 12 Tahun 2009 tentang pengawasan dan pengendalian penanganan perkara pidana 
di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia 
11 Sadarudin Babuta, 201  , Peran Kepolisian dalam melakukan penyidikan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Dalam 
Kaitannya dengan Nodweer ( Studi Kasus di Wilayah Hukum Sektor Pulubala), skripsi, Gorontalo, Universitas Negeri Gorontalo 
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31 ayat 2 huruf C Peraturan Kapolri No. 12 Tahun 2009 terhadap  penyidikan  

penganiayaan akibat minuman keras di Kepolisian  Resor  Gorontalo, dalam 

penyidikannya tidak selalu prosesnya berdasarkan ketentuan yang ada dalam aturan 

tersebut, karena penyidik melakukan proses penyidikan dilihat dari tingkat kerawanan dan 

berpotensi mengancam keselamatan masyarakat. Oleh karena itu menurut analisa penulis 

bahwa sebagaimana kita tahu bahwa dalam hal penyidikan tentu pihak penyidik harus 

benar-benar teliti dalam menjalankan penyidikan.  

Menurut hasil wawancara peneliti bersama bapak Brigadir Dedi Umar Kasim, 

dalam instansi kepolisian ini banyak perkara yang memiliki tingkat kerawanan yang 

sangat tinggi dan juga faktor lain yaitu berkas-berkas perkara yang belum lengkap untuk 

dikirimi ke instansi kejaksaan. Akan tetapi dalam penyidikan pasal tersebut sudah efektif 

namun penerapannya dilakukan saat perkara tersebut sudah dalam kode P20 atau tanda 

perkara sedang ditangani dan juga artinya bahwa masa penyidikan di polri sudah habis dan 

harus dilimpahkan ke kejaksaan. Sehingga dibuat lagi SPDP lanjutan untuk dikirim 

kembali ke kejaksaan untuk memperpanjang masa penyidikan. Jadi penjelasan waktu 

penyidikan ini dimulai dari dikeluarkannya SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya 

Penyidikan) yang menjadi salah satu berkas juga yang akan dikirim ke kejaksaan sebagai 

bukti telah berjalannya suatu penyidikan.Pada instansi kejaksaan juga memiliki arsip-arsip  

untuk berkas perkara yang sudah pernah masuk. Jadi, jika berkas itu akan dimasukkan 

kembali ke pihak kejaksaan akan tetap menerima berkas tersebut dalam jangka waktu 

yang tidak terbatas walaupun selama bertahun-tahun Jika berkas tersebut akan 

dikembalikkan/dimasukkan lagi selama perkara itu belum dihentikan dengan alasan tidak 

cukup bukti atau bukan kasus tindak pidana.
12

 Penjelasan  keterangan dari penyidik jelas 

bahwa kepolisian akan menangani kasus berdasarkan tingkat kerawanannya, dan akan 

melakukan penyidikan sesuai dengan prosedur jika tidak mengalami faktor penghambat 

apapun. Hal ini tentu bukan kemauan polisi saja tetapi didasarkan pada aturan yang 

berlaku, sebagaimana yang diamanatkan pasal  15 Peraturan Kapolri No. 14 Tahun 2011 

Tentang Kode Etik Polri. Dalam pasal tersebut disebutkan bahwa setiap anggota Polri 

dilarang: 

a. Menolak atau mengabaikan permintaan bantuan atau laporan dari masyarakat yang 

berada dalam lingkup tugas, fungsi, dan kewenangannya; 

b. Mencari-cari kesalahan masyarakat yang bertentangan dengan ketentuan hukum; 

                                                           
12 Hasil wawancara bersama Bapak Brigadir Dedi Umar Kasim, selaku penyidik , 2024 , wawancara hasil penelitian ,25 Januari, Polres 
Gorontalo 
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c. Menyebarkan berita bohong atau menyampaikan berita yang tidak benar yang dapat 

menyebabkan kecemasan di masyarakat; 

d. Melakukan ucapan, isyarat, atau tindakan dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan 

pribadi dalam memberikan layanan masyarakat; 

e. Bersikap sewenang-wenang dalam tindakan, perkataan, dan perilaku; 

f. Menghambat akses masyarakat yang membutuhkan perlindungan, bantuan, dan 

layanan; 

g. Melakukan tindakan yang merendahkan martabat perempuan saat melakukan tugas 

kepolisian; dan 

h. Membebankan biaya tambahan di luar ketentuan hukum dalam memberikan layanan 

kepada masyarakat.
13

 

Berdasarkan ketentuan dalam pasal tersebut, jelas bahwa kepolisian dilarang 

mempersulit masyarakat dalam mendapatkan pelayanan atau kepastian hukum yang dapat 

mengancam keamanan. Namun, dalam kasus ini, penyidikan terhambat karena penyidik 

sedang dalam masa cuti hamil, yang menyebabkan penundaan dalam proses penyidikan. 

Pada kasus penganiayaan yang disebabkan oleh minuman keras yang ditangani 

langsung oleh penyidik di Polres Gorontalo, terjadi pelanggaran terhadap prosedur waktu 

penyelesaian penyidikan tindak pidana yang sudah melebihi batas yang ditetapkan. Hal ini 

menimbulkan pertanyaan dari masyarakat yang mengetahui kasus tersebut, sesuai dengan 

prinsip kepastian hukum yang ialah salah satu tujuan hukum dan juga ialah upaya untuk 

mencapai keadilan. Meskipun Pasal 31 ayat 2 huruf C Peraturan Kapolri No. 12 Tahun 

2009 telah diterapkan di Kepolisian Resor Gorontalo, namun implementasinya belum 

optimal karena adanya situasi dan kondisi di lapangan yang tidak diharapkan. Meskipun 

pasal tersebut efektif dalam konteks penyidikan, namun masih perlu diterapkan sesuai 

dengan ketentuan yang ada. Beberapa faktor penghambat yang dihadapi oleh penyidik Sat 

Reskrim Polres Gorontalo menyebabkan belum optimalnya penerapan Pasal 31 ayat 2 

huruf C Peraturan Kapolri No. 12 Tahun 2009 tentang Pengawasan dan Pengendalian 

Penanganan Perkara Pidana di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia di 

Lingkup Kepolisian Resor Gorontalo, sesuai dengan yang ditetapkan.  

Berdasarkan hal tersebut di atas, bahwa Implementasi Pasal 31 ayat 2 huruf C 

Peraturan Kapolri No. 12 Tahun 2009 terhadap  penyidikan  penganiayaan akibat 

minuman keras di Kepolisian  Resor  Gorontalo, dalam penyidikannya tidak selalu 

                                                           
13 Pasal  15 Peraturan Kapolri No. 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Polri 
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prosesnya berdasarkan ketentuan yang ada dalam aturan tersebut, karena penyidik 

melakukan proses penyidikan dilihat dari tingkat kerawanan dan berpotensi mengancam 

keselamatan masyarakat. 

 

SIMPULAN 

Berdasarkan uraian dan pembahasan diatas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai 

berikut. Implementasi Pasal 31 ayat 2 huruf C Peraturan Kapolri No. 12 Tahun 2009 terhadap 

Tindak Pidana Penganiayaan akibat minuman keras di Kepolisian Resor Gorontalo: 

- Dalam penyidikan tidak selalu prosesnya berdasarkan ketentuan yang ada dalam aturan 

tersebut, karena penyidik melakukan proses penyidikan dilihat dari tingkat kerawanan dan 

berpotensi mengancam keselamatan masyarakat.  

- Penerapan pasal sudah diterapkan tetapi masih belum dilakukan secara maksimal karena 

dilihat dari situasi dan kondisi langsung yang ada di lapangan 

- Upaya kepastian hukum dilakukan dengan cara membuat SPDP (Surat Pemberitahuan 

Dimulainya Penyidikan) lanjutan agar penyidikan yang terhenti akan dilanjutkan kembali 

sesuai dengan ketentuan yang berlaku 

- Dalam kendala seperti ini penyidik tidak mendapat konsekuensi apapun karena sudah 

tertera pada Peraturan Kapolri bahwa penyidik wajib mendapatkan kebijakan yang ada 

yaitu cuti hamil. 
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